Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan
penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan usaha kemiri, tinggal di Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kabupaten Deli

Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat
gugatannya bertanggal 7 Juni 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal
11 Desember 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lau Baleng
Kabupaten Karo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/04/XI11/2014 tertanggal
11-12-2014;
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2. Bahwa sebelum menikah Penggugat seorang mualaf dan Tergugat seorang
muslim;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah
bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama pada alamat Tergugat di atas;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
diatasi sejak akhir tahun 2015;

6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena:
a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki
idaman lain padahal tuduhan tersebut tidak benar;
b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang kekediaman hingga jam 1
malam tanpa alasan yang sah;
C. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam
pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina
Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat,
Tergugat sering mengucapkan kata cerai/ pisah ketika sedang bertengkar dan
bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang
bertengkar;
8. Bahwa akibatnya sejak awal Maret 2017 hingga saat ini antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat mengusir
Penggugat dari kediaman karenanya dengan terpaksa Penggugat pergi
meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas

dan Tergugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara
bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan

telah melibatkan keluarga, bahkan aparat Desa tetapi tidak berhasil;
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10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan di

adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sunsidair:

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

.adilnya
Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut
telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan secara in person;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat
untuk berdamai dan membina rumah tangga sebagaimana sediakala, tetapi usaha

tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua
perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi,
maka telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan

Mediator Dra. Hj .Samlah dan mediasi tersebut berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017, Penggugat mengajukan
permohonan pencabutan gugatannya secara lisan yang diajukannya pada tanggal 7
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uni 2017 dan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat, karena antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara
lisan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya
menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon

pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim
menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan
secara Islam pada tanggal 01 Desember 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal
Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana
telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang
yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in Yudicio) sehingga

memiliki legal standing dalam perkara aquo.

Manimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.) dan perkara a quo merupakan perkara
perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat
(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto
Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui
Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam,
maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a
quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam.]

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145
R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan
demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat

telah hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, maka telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat
dengan Mediator Dra. Hj. Samlah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan
gugatannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2017 yang telah
diajukan Penggugat tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah
Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya setelah pemeriksaan

terhadap pokok perkara;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan
gugatannya setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan
Penggugat setelah jawaban diperlukan izin dari Tergugat dan atas permohonan
Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya permohonan
pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register
nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpnk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka
berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor /Pdt. G/2017/PA. L.pk;

2. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar membayar biaya ini sejumlah Rp

791.000,- ( Tujuh ratus sembilan puluh satu ribi rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Zulga'edah 1438 Hijriyah, oleh Kami
Drs.H. Elmunif sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.Wardiyah,S.Ag., dan Drs.
Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah SH, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis
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Drs.H. El Munif

Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Wadiyah S.Ag Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00,-

2. Biaya ProsesRp. 50.000 ,00,-

3. Biaya panggilan Rp. 700.000,00,-

4, Hak RedaksiRp. 5.000,00,-

5. MeteraiRp.  6.000,00,-

Jumlah Rp 791.000,- ( Tujuh ratus sembilan puluh satu ribi
rupiah );
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